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SUKSESKAN PROGRAM BANGGA KENCANA, PEMKOT PEKALONGAN 

SERAHKAN BANTUAN 18 MOTOR DINAS BAGI PENYULUH KB 

 

Sumber Gambar:  

https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Aaf-Penyuluh-KB.jpg 

 

Isi Berita: 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan, menyerahkan bantuan 18 unit 

kendaraan dinas roda dua antar jemput akseptor untuk menunjang tugas para penyuluh 

keluarga berencana (KB) di Kota Batik. 

Kendaraan baru roda dua berwarna biru ini, didanai dari anggaran dana alokasi khusus 

(DAK) tahun 2023 diserahkan langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan 

Arslan Djunaid, di halaman kantor Dinsos P2KB setempat, Selasa (12/9/2023). 

Walikota Pekalongan, yang akrab disapa mas Aaf ini mengaku, pengadaan kendaraan 

dinas baru roda dua yang didanai dari DAK ini bisa dilakukan untuk menunjang tugas 

sehari-hari para petugas lapangan atau penyuluh akseptor KB. 

Menurutnya, bantuan kendaraan dinas ini diharapkan bisa menjadi penyemangat mereka 

dalam menjalankan tugasnya yang semakin hari semakin berat, khususnya dalam 

penyuluhan KB dan penurunan angka stunting di Kota Pekalongan. 

"Alhamdulillah ada 18 unit motor untuk para penyuluh KB. Bantuan ini bisa menjadi 

penyemangat mereka, karena unitnya baru, spek motornya juga baru, dan sangat luar 

biasa bagus karena sudah kita coba juga barusan," kata Wali Kota Pekalongan Achmad 

Afzan Arslan Djunaid. 

Mas Aaf berharap, bantuan yang diberikan ini dijaga sebaik-baiknya dan amanah sesuai 

tupoksinya, khususnya dalam menunjang kinerja mereka terkait penyuluhan KB, dan 

pengentasan angka stunting yang masih menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah 

saat ini. 
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"Target kami untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024, mudah-

mudahan bisa tercapai. Pasalnya, saat ini penurunannya belum signifikan. Kami masih 

membahas problem dan solusi yang tepat untuk penurunan stunting," imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosyidi menerangkan, 

pengadaan bantuan kendaraan dinas yang diserahkan sebanyak 18 unit motor ini bantuan 

didanai dari DAK fisik sub bidang KB tahun 2023 sebesar Rp 565.200.000. 

Kemudian, yang melatarbelakangi pengadaan kendaraan dinas ini, karena kendaraan 

motor yang sebelumnya digunakan oleh para petugas KB sudah lama. 

"Bantuan ini juga untuk meningkatkan kinerja para penyuluh KB terutama dalam 

menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (Bangga Kencana), termasuk didalamnya pengentasan stunting." 

"Dimana, mereka harus memiliki mobilitas yang cepat dan siaga sehingga kami berikan 

bantuan kendaraan roda dua antar jemput akseptor yang bisa dimanfaatkan untuk 

membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan KB di Kota Pekalongan," 

tambahnya. (Dro) 

 

Sumber Berita: 

1. https://jateng.tribunnews.com/2023/09/12/sukseskan-program-bangga-kencana-

pemkot-pekalongan-serahkan-bantuan-18-motor-dinas-bagi-penyuluh-kb, 

“Sukseskan Program Bangga Kencana, Pemkot Pekalongan Serahkan Bantuan 18 

Motor Dinas Bagi Penyuluh KB”, tanggal 12 September 2023. 

2. https://pekalongankota.go.id/berita/sukseskan-program-bangga-kencana-pemkot-

serahkan-bantuan-18-motor-dinas-bagi-penyuluh-kb.html, “Sukseskan Program 

Bangga Kencana, Pemkot Serahkan Bantuan 18 Motor Dinas Bagi Penyuluh KB”, 

tanggal 12 September 2023. 

 

Catatan : 

 Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.1 Bantuan 

keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.2 

 

                                                           
1 Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
2 Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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 Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan 

keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke 

Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar 

wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan 

atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau 

kabupaten / kota kepada desa.3 

 Berdasarkan artikel tersebut di atas, Kendaraan baru roda dua berwarna biru ini, 

didanai dari anggaran dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023. 

 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah.4 

 Dana Perimbangan terdiri atas:5 

a. Dana Transfer Umum; dan 

b. Dana Transfer Khusus 

 Dana Transfer Umum terdiri atas:6 

a) DAU 

b) Dana Bagi Hasil 

 Dana Transfer Khusus terdiri atas:7 

a) DAK Fisik; dan 

b) DAK Non Fisik 

 DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai 

Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik.8 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

                                                           
3 Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12 
5 Ibid, Pasal 35 ayat (1) 
6 Ibid, Pasal 35 ayat (2) 
7 Ibid, Pasal 35 ayat (3) 
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. 

Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer 


